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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan telah 
disampaikan melalui pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sanksi pidana yang diberikan terhadap anggota militer yang melakukan 
pemalsuan surat berupa Pidana penjara selama 3(Tiga) tahun dan Pidana 
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (Pasal 10 KUHP)  seperti 
yang terdapat dalam putusan nomor 19-K/PM.II-11/AD/II/2015.  
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota 
militer yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat  memperhatikan 
dan mempertimbangkan; 
a. Latar Belakang atau niat memalsukan surat. 
b. Akibat yang di timbulkan dari pemalsuan surat 
c. Tidak sesuai dengan prinsip sumpah prajurit dan sapta marga. 
d. Merusak citra institusi militer dan mungkin dapat mempengaruhi 
rekan-rekan yang lain. 
B. Saran 
Berdasarkan Kesimpulan yang telah diberikan, maka penulis dapat 
memberikan saran, sebagai berikut ; 
  
50 
 
 
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) harus 
diperbaharui dengan mengatur perbuatan tindak pidana pemalsuan 
surat yang secara khusus dilakukan oleh anggota militer. 
2. Instansi militer harus lebih ketat secara maksimal dalam melakukan 
pengontrolan terhadap anggota militer. 
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